
BUPATI ACEH SELATAN
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR \3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 43
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kehidupan perekonomian,
sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terkena
dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan
sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020, maka perlu menyesuaikan
kembali pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Gampong yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR
43 TAHUN 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh
Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran 2020 ( Berita Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 1berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut
Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan
Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut
Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah
Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses
demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten/kota.

5. Camat adalah pimpinan dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan dari
bupati/walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong
dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
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berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara kesatuan Republik
Indonesia

8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan
Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan gampong.

9. Keuchik adalah Kepala Pemeritah Gampong yang
dipilih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan azas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

10. Sekretaris Gampong adalah pembantu
keuchik/kepala gampong dalam bidang tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat
yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
atau akan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Keputusan Bupati.

11. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
gampong sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur
ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik
pandai yang ada di gampong.

12. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya
disebut BUMGampong adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Gampong melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Gampong.

13. Rencana Keija Pemerintahan Gampong yang
selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil
musyawarah masyarakat gampong tentang bidang
dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG
adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk
periode 6 (enam) tahun.

15. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan,
petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh
Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disebut APBK adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang
ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

17. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten dan digunakan untuk membiayai
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penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

18. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat
ADG adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah.

20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu
yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2 1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBK yang dialokasikan kepada
gampong berdasarkan angka presentase untuk
mendanai kebutuhan gampong.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang
selanjutnya disingkat APBG adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan gampong yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang
ditetapkan dengan Qanun Gampong.

23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai
dengan Dana Desa.

24. Keuangan Gampong adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban gampong tersebut.

25. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh
kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
gampong.

26. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke
rekening kas gampong.

27. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar
dari rekening kas gampong.

28. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak
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gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh
gampong.

29. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali
oleh gampong.

30. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

31. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat
Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan
pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas
jabatan yang diembannya dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang
bersumber dari ADG.

32. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

33. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih
antara pendapatan gampong dengan belanja
gampong.

34. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang
antara pendapatan gampong dengan belanja
gampong.

35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
satu periode anggaran.

36. Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya
disebut RAKG adalah dokumen yang memuat arus
kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan
DPA yang telah disahkan oleh keuchik.

37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

38. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

39. Bencana nonalam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah
penyakit.

40. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah
skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease
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(COVID-19) yang teijadi secara global di seluruh
dunia.

41. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang
selanjutnya disingkat BLT Gampong adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin
atau tidak mampu di Gampong yang bersumber
dari Dana Gampong untuk menguragi dampak
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

42. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa, khususnya yang miskin dan
marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga

keija, dan teknologi lokal untuk memberikan
tambahan upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

43. Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi
gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun
(balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi
berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak
memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari
Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin
sampai anak berusia dua tahun.

44. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk
memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan
masyarakat melalui upaya pencegahan,
peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang
dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan
kesehatan.

45. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta,
karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan
terkini di Gampong maupun keadaan yang
berubah berkembang dan diharapkan terjadi di
masa depan (visi Gampong).

46. Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Gampong yang
selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang dibentuk
oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan
kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong.

47. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian,
pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring,
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan gampong.

2. Perubahan Lampiran pada ketentuan Huruf C angka
2 point 5 diubah dan pada ketentuan huruf E
diantara angka 9 dan angka 10 disisip 3 (tiga) angka
yaitu angka 9A, angka 9B dan angka 9C dengan
perubahannya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 April 2020 M

7 Ramadhan 1441 H

ACEH

RAN

ATAN,

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 April 2020 M

7 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR >3
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